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Anggaran Monev SKPD Tak /
Maksimal Sebaiknya Dihapus

SIGI- Pengawasan bantuan yang
diturunkan oleh pemerintah kepa-
da masyarakat dinilai masih lemah.
Baik bantuan yang sumber dananya
dari pusat, provinsi hingga kabupat-

en, tingkat pengawasannya belum.

sesuai harapan. Akibatnya, bantu-

an tidak tepat sasaran dan bahkan

hanya merugikan uang negara.

Hal itu diutarakan anggota DPRD
Sigi, Abd Rahman, saat pemba-
hasan rancangan APBD Sigi ta-
hun 2014 yang diajukan Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Sigi,
Senin lalu (25/11). Menurut Abd
Rahman yang akrab disapa Heri
Rahman, tidak sedikit bantuan dari
pemerintah hanya rugi percuma,
karena diberikan kepada pihak/ke-
lompok kurang tepat.

“Setiap tahun, bantuan bibit po-
hon kelapa atau pohon lainnya di-
turunkan kepada kelompok-kelom-
pok itu saja! Jenis bantuannya tidak
berubah, kelompok penerima ban-
tuannya pun tidak berubah. Itu-itu
saja penerimanya. Padahal, orang-
orang yang berhimpun di kelom-
pok penerima bantuan tidak pu-
nya lahan. Kenapa mereka diberi-
kan, karena mereka rajin mem-
buat proposal dan membentuk
kelompok,”urai Heri Rahman di ha-
dapan Gabungan Komisi DPRD Sigi
yang membahas rancangan APBD
Sigi 2014.

Pada kesempatan itu, Ir Andi
Aco selaku Kadis Kehutanan dan
Perkebunan Sigi juga hadir di de-
wan. Kepada kepala dinas, poli-
tisi dari daerah pemilihan Dolo,
Dolo Barat dan Dolo Selatan ini
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Abd Rahman

berpesan agar pengawasan bantu-
an dari SKPD dipimpinnya diper-
ketat. Jangan hanya melihat pro-
posal atau ada kelompoknya, se-

. hingga masyarakat diberi bantuan

bibit pohon.

“Kepala dinas, kami mohon ini
jadi. perhatian. Masih banyak se-
benarnya masyarakat yang belum
sempat membentuk kelompok, ta-
pi mereka layak diberi bantuan.
Karena mereka-punya lahan yang
siap ditanami bibit pohon. Tidak
seperti sekarang ini, banyak yang
tidak punya lahan tapi ada kelom-
poknya, lalu menerima bantuan.
Kan janggal,"kata dia.

Yang lebih memprihatinkan la-
gi, saat bibit pohon diminta oleh
masyarakat yang punya lahan,

anggota kelompok tidak-memberi-
kan. Kendati bibit pohonnya disim-
pan di belakang dapur, ketimbang
diberikan kepada masyarakat yang
memiliki lahan. :

“Kan hal begini patut kita say-
angkan. Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Sigi harus memper-
hatikan hal ini. Di beberapa de-
sa di wilayah Dolo Selatan, fenom-
ena ini terdapat di beberapa de-
sa. 'Kami menerima langsung
informasinya,”ujar Heri Rahman.

Penyabab utama sehingga mata
rantai ini tidak terputus, disebab-
kan personel dari dinas tidak intens
turun ke lapangan mengawasi ban-
tuan yang turun. Padahal personel
itu diberi anggaran monitoring dan
evaluasi (monev) hingga ratusan
juta. Uangnya mereka ambil, tapi
tugasnya diabaikan. Menurut Heri
Rahman, modus korupsi ini sudah
bukan rahasia umum lagi.

“Disini ada anggaran monev
mencapai ratusan juta. Tolong
pak kadis, anggaran monev
ini digunakan sebaik-baiknya.
Personelnya jangan hanya am-
bil uangnya saja. Tugasnya ju-
ga dilaksanakan, 'sehingga ban-
tuan yang turun terawasi ses-
uai harapan,”kata Heri Rahman
mengingatkan.

Jika hal ini masih saja terjadi
tahun depan dan: tahun-tahun
berikutnya, sebaiknya anggaran
monev SKPD yang kurang maksi-
mal melakukan monev dihapus sa-
ja. Kasihan negara dirugikan oleh
pihak-pihak yang maunya hanya
mengambil untung saja.(fri)




